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OLEH 
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Dr. Hennya Saida Flora. S.H., M.Hum., MKn** 

 

ABSTRAK 

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Amandemen Keempat (UUD 1945) menentukan bahwa Negara 

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai seorang yang belum dinyatakan 

bersalah, maka wajar bila tersangka atau terdakwa mendapat jaminan 

perlindungan hak yang diatur dalam KUHAP. Rumusan masalah penelitian ini 

adalah:  1) Apa yang menjadi dasar penyidik untuk menghentian penyidikan 

dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/100.a/2018/ 

Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018; dan 2) Apa yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh 

pemohon dalam putusan No.89/Pra.Pid/2018/PN.Medan. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan bahan hukum sekunder sebagai 

data utama. Analisis data dilakukan secara kualitatif yurudis, dengan mengadakan 

analisis pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya 

dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang 

diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikan rupa kemudian dianalisis secara 

normatif, logis, dan sistematis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) 

Penghentian penyidikan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: 

SP. Sidik/100.a/2018/ Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018 dikarenakan tidak 

memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh 

penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik 

dapat melakukan penghentian penyidikan ( Pasal 109 ayat (2) KUHAP); 2) Dasar 

pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan 

permohonan pemeriksaan praperadilan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat 

materil dan tidak cukupnya alat bukti sehingga hakim menetapkan sahnya 

penghentian penyidikan telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) 

KUHAP.  

 

Kata kunci: Penghentian Penyidikan , Tidak Cukup Bukti,  praperadilam. 
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REASONS FOR STOPPING THE INVESTIGATION BECAUSE OF NOT 

ENOUGH EVIDENCE AS A PRAPERIAL OBJECT 

(Case Study of Medan District Court Number: 89 / PRA. PID / 2018 / 

PN.Mdn) 

 

BY 

Godang Harian Malau 

Dr. Berlian Simarmata. S.H., M.Hum** 

Dr. Hennya Saida Flora. S.H., M.Hum., MKn** 

 

ABSTRACT 

 

According to Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia the Fourth Amendment (UUD 1945) determines that the State of 

Indonesia is a constitutional state. As a person who has not been found guilty, it is 

natural that a suspect or defendant has guaranteed rights protection as regulated 

in the Criminal Procedure Code. The formulations of the research problems are: 

1) What is the basis for the investigator to stop the investigation in the 

Investigation Cessation Order Number: SP. Sidik / 100.a / 2018 / Ditreskrimum 

dated 9 August 2018; and 2) What is the basis for the judge's consideration to 

reject the pretrial petition submitted by the applicant in decision No.89 / Pra.Pid / 

2018 / PN.Medan. This research is a normative legal research, which uses 

secondary legal materials as the main data. The data analysis was carried out in 

a qualitative juridical manner, by analyzing the implementation of the applicable 

laws and relating it to the reality in the field according to the research problem. 

The data obtained from the research results were arranged in such a way and 

then analyzed normatively, logically, and systematically. From the results of this 

study it is concluded that: 1) Termination of investigation in the Letter of 

Termination of Investigation Number: SP. Sidik / 100.a / 2018 / Ditreskrimum 

dated 9 August 2018 due to insufficient evidence to prosecute the suspect or the 

evidence obtained by the investigator is not sufficient to prove the suspect's guilt, 

the investigator can terminate the investigation (Article 109 paragraph (2) 

KUHAP); 2) The basis for the consideration of the judges at the Medan District 

Court in making a decision on the application for pretrial examination is due to 

the inadequacy of material requirements and insufficient evidence so that the 

judge determines the validity of terminating an investigation in accordance with 

Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. 

 

Keywords: Termination of Investigation, Insufficient Evidence, pre-election. 
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